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MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 1239/MENKES/SKIVIII/2005 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT 
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG 
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, 
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA ·SEMENTARA 
PENINGKATANUPAYA KESEHATAN AUS-AID (AUS), DHS (ADB), DAN 

WSLIC (WB) PROVINSI, DAN KABUP ATEN/K.OTA SE PROVINSI 
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2005 

Menimbang 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; 

b. bahwa mekanisme pembayaran da!am Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri 
Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran 
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di 
atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, 
pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat 
pengujian dan perintah pembayaran dan qendahara pengeluaran satuan kerja 
sementara Peningkatan Upaya Kesehatan AUS-AID (AUS), DHS (ADB), 
dan WSLIC (WB) Provinsi, dan Kabupaten/K.ota se Provinsi Nusa 
Tenggara Barat tahun anggaran 2005; 

Memperhatikan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun 2005 Nomor : 
23/24.01/2005 Revisi I tanggal 22 Juli 2005 

Men gin gat l. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 



Menetapkan 
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2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. UndaP..g-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indon-=.:sia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4· Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a 
Nom or 4442); 

5. Peratman Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
RepuLlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 4406); 

6. Keputusan Presiden 1'\omor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4418); 

7. Keputusan Pr~siden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan 
Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENK.ES/SK/XI/2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; · 

I 

9. Peraturan Menteri Keuangan RI N,omor 606/PMK..06/2004 tentang 
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Tahun 2005. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN 
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI 
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN Y .<\NG 
MENGAKIBATKAN PENGELuARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT 
KOMITMBN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBA YARAN, 
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA 
PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN AUS-AID (AUS), DHS (ADB), 
WSLIC (\VB) PROVINSI, DAN KABUP ATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2005 



PERTAMA 

KEDUA 

KETiGA 

KEEMPAT 

Tembusan: 
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Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputus~n ini 
masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran 

. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara 
Peningkatan Upaya Kesehatan AUS-AID (AUS), DHS (ADB), WSLIC (WB) 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 
2005; 

Pejabat yang ditunjt,tk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya 
sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. 

Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat 

Keputusan ini berlaku pada talmn anggaran 2005, dengan ketentuan apabila 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan. 
4. Sekretaris J enderal Departemen Kesehatan. 
5. Gubemur Provinsi Nusa Tenggara Barat 
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. 
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XXI Mataram 
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat 
9. Yang bersangkutan 



No. Nama Satker Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 
Urut 

1 Peningkatan Upaya Kesehatan AUS- dr. Baiq Magdalena 
AID {AUS) Provinsi Nusa Tenggara NIP. 140186344 

Barat Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2 Peningkatail Upaya Kesehatan DHS dr. Baiq Magdalena 
{ADB) Provinsi Nusa Tenggara Barat NIP. 140186344 

- Kepala Dinas Kesehatan 
~ 

Provinsl Nusa Tenggara Barat 

3 Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC dr. Baiq Magdalena 
{ADB) Provinsi Nusa Tenggara Barat NIP. 140186344 

Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi NusaTenggara Barat 

4 Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC drg. H.L. Duama Soepar1an 
{ADB) Kabupaten Lombok Barat NIP. 140104119 

Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat 
Kabupaten Lombok Barat 

I 

5 Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC dr. H.L Sekamingrat 
{ADB) Kabupaten Lombok Tengah NIP. 140122131 

Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat 
Kabupaten Lombok Tengah 

6 Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC dr. H. Lalu Hapiz 
{ADB) Kabupaten Lombok TlfllUr NIP. 140137144 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Timur 

Pejabat Yang Dibeli Kewenangan Untuk 
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Melakukan Tondakan Yang Mengakibatkan 
Pejabat Penguji SPM 

Pengeluaran Anggaran Belanja 
{Pembuat Komitmen) 

Marie Sanad dr. IB Jelantik 
NIP. 140138427 NIP. 140175902 
Kasubdin Yankes dan Gizi Dinas Kesehatan Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan 
Provinsi NusaTenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

drg. Sa bar SetiaWan Julastli Rondonuwu 
NIP. 140144848 NIP. 140343882 
Kasubdin Program Dinas Kesehatan Sad Subdin Program 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NusaTenggara Barat 

dr. Moch Ismail L Sahli Halis, SKM, M.Kes 
NIP. 140202097 NIP. 140061163 

Kepala Sub Dinas P2P Dinas Kesehatan Stat Sub Dinas P2P Dinas Kesehatan 
Provinsi NusaTenggara Barat Provinsi NusaTenggara Barat 

-
Faisal Sirajudin, SKM Supliyanto, SKM 
NIP. 140185973 NIP. 140209294 
Stat Subdin Dalkit & PL Dinkesmas Stat Subdin Dalkit & PL Dinkesmas 
Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat 

Ora. Nila Arianingsih, Apt, M.OIH Erma Wahyuni, SKM 
NIP. 140278557 NIP. 140359292 
Ketua DPMU WSLIC 2 Stat Keuangan DPMU WSLIC 2 
Kabuapten Lombok Tengah Kabuapten Lombok Tengah 

Pathurrahman, SKM Lalu Fanhin 
NIP. 140252927 NIP. 140332263 
Ketua DPMU WSLIC 2 Anggota DPMU WSLIC 2 
Kabuapten Lombok TlfllUr Kabuapten Lombok Timur 

~-

LAMPl RAN 

KEPUTUSAN MENTERI '<ESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 1239/MENKES/SKNII/2005 TANGGAL: 9 AGUSTUS 2005 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNAANGGARAN. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG 

UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA 

{PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA 

PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATP.N UPAYA KESEHATAN AUS·AID {AUS), 

DHS {ADB), WSLIC {WB) PROVINSI, KABUPATENIKOTA NUSA TENGGARA BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2005 

Pejabat yang dibeli kewenangan untuk Bendahara Pengeluaran KPPN 
menandatangani SPM 

cir. IB Jelantik I Nyoman Swastika Mataram 
NIP. 140175902 NIP. 140079641 
Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Stat Subdin Yankes dan Gizi Dinas Kesehatan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NusaTenggara Barat 

Julaslri Rondonuwu Dharma Cakra Wartana Sutra, SKM Mataram 

NIP. 140343882 NIP. 140342539 
Sad Subdin Program Stat Subdin Penyuluhan Dinas Kesehatan 
Provinsi NusaTenggara Barat Provinsi NusaTenggara Barat 

L Sahli Haris, SKM, M.Kes Sofyan. S.Sos Mataram 

NIP. 140061163 NIP. 610007287 

Stat Sub Dinas P2P Dinas Kesehatan Stat Sub Dinas P2P Dinas Kesehatan 
Provinsi NusaTenggara Barat Provinsi NusaTenggara Barat 

Supriyanto, SKM M. Husni Mataram 

NIP. 140209294 NIP. 140204163 
Stat Subdin Dalkit & PL Dinkesmas Stat Subdin Dalkit & PL Dinkesmas 
Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat 

Erma Wahyuni, SKM Lalu lndra Jaya Sakti Mataram 

NIP. 140359292 NIP. 610016157 

S:at Keuangan DPMU WSLIC 2 Stat Subdin Penyuluhan dan Kesling 
Kabuapten Lombok Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 

Lalu Fanhin Lalu E.ogus Wikrama, SKM Mataram 

NIP. 140332263 NIP. 14332268 

Anggota DPMU WSLIC 2 Anggota DPMU WSLIC 2 

Kabuapten Lombok Timur Kabuapten Lombok Timur 



No. NamaSatker Pejab::t Kuasa Pengguna Anggaran 
Urut 

7 Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC dr. H. Muanmad Nur 
(AOB) Kabupaten Sumbawa NIP. 140137090 

Kepala Oinas Kesehatan 
Kabupaten Sumbawa 

8 Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC Soehartono, SKM, MPPM 
(ADB) Kabupaten Dompu NIP. 140123635 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Dompu 

9 Peningkatan Upaya Kesehatan WSSLIC drg. Hj. S~i Had jar Y oenoes 
(ADB) Kabupaten Bima NIP. 140150378 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabuaten !lima 

Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk 
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Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan 
Pejabat Penguji SPM 

Pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pembuat Komitmen) 

A. Malik, S.Sos Kartiawan, SKM 
NIP. 140229302 NIP. 140237171 
Kasi Pengawasan Kualitas I<Jr dan Lingkungan Staf Subdin Kesehatan Lingkungan 
Dinas Kesehalan Kabupaten Sumbawa Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbaw 

H. Umar ArrNar Sadiiruddin 
NIP. 140087885 NIP. 140332261 
Kasubdin PL-PKM Dinas Kesehatan Staf Dinas Kesehatan 
Kabupaten Dompu Kabupaten Dompu 

Nasrullah, S.Sos Fahruddin, S.Sos 
NIP. 140136020 NIP. 140165801 
Ketua DPMU WSLIC 2 Staf DPMU WSLIC 2 
Kabupaten Sima Kabupaten Bima 

-
... _-.,, ___ 

·-

LAMPl RAN 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 1239/MENKES/SKNII/2005 T ANGGAL : 9 AGUSTUS 2005 

TENTANG 

PENETAP~ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERt WEWENANG 
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA 

(PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA 

PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN AUS-AID (AUS), 

DHS (AOB), WSLIC (WB) PROVINSI, KABUPATENIKOTA NUSA TENGGARA BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2005 

Pejabat yang diberi kewenangan untuk 
Bendahara Pengeluaran KPPN 

menandatangani SPM 

Kartiawan, SKM Aryani Patryani Sumbawa Besar 
NIP. 140237171 NIP. 140259915 
Staf Subdin Kesehatan Lingkungan Staf Subdin Kesehatan Lingkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa 

Sadaruddin Fadlun Bima 

NIP. 140332261 NIP. 610013144 
Staf Dinas Kesehatan Staf Dinas Kesehatan 
Kabupaten Dompu Kabupaten Dompu 

Fahruddin, S.Sos Muhammad Nur, SKM Bima 

NIP. 140165801 NIP. 140359290 
Staf DPMU WSLIC 2 Staf DPMU WSLIC 2 
Kabupaten Bima Kabupaten Bima 

r. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) ~ 


